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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas kita dapat menarik 

kesimpulan yakni: 

1. Latar belakang yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Panyabungan salah satunya adalah faktor ekonomi, apalagi 

di masa covid 19 pada tahun 2020 pengajuan dispensasi kawin semakin 

meningkat disebab menurunnya perekonomian masyarakat. Dimana orang tua 

berfikir apabila dia menikahkan anak gadisnya akan mengurangi beban 

pengeluaran kebutuhan sehari-hari di dalam rumah tangga mereka, yang kedua 

karena putus sekolah, jika anak putus sekolah anak akan lebih leluasa dalam 

pergaulan bebas, sehingga si anak akan membuat keresahan di dalam 

masyarakat yang mengakibatkan terjadinya perbuatan zina, hamil di luar nikah 

dan pada akhirnya mereka terpaksa harus di nikahkan untuk menutupi aib 

keluarga.  

2. Adapun putusan-putusan majelis hakim Pengadilan Agama Panyabungan 

dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin sebagai berikut: 

1) Pertimbangan Yuridis  

Pertimbangan yuridis yang berhubungan dengan perkara ini, antara lain: 

a. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk dapat
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b. Memutuskan suatu perkara permohonan dispensasi kawin kerena 

pemohon belum mencukupi umur 19 tahun. 

c. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam 

a) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan pria 

yang menghamilinya. 

b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 

c) Dengan dilangsungannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

di perlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 

d. Pasal 17 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebelum 

berlangsungnya perkawinan harus persetujuan dari mempelai di 

hadapan dua saksi nikah. 

2) Pertimbangan hukum Islam  

Dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama Panyabungan kepada 

para pemohon dispensasi kawin adalah untuk menghindari terjadinya 

mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya. Sesuai dengan kaidah 

fiqh dalam hukum Islam yang berbunyi: 

ٌـَعَلَىَجَلْبَِالْمَصَالِحَِ الْمَفَاسِدَِمُقَدَّ  دَرْءَُ

Artinya: “Menolak kemafsadatan itu lebih utama daripada menarik 

kemaslahatan”. 

3) Pertimbangan keadilan masyarakat  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, hakim dalam menetapkan sebuah permohonan harus sejalan 
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dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam 

masyarakat. seperti menikahkan anak yang telah hamil di luar nikah, 

menikahkan anak karena orang tua tidak sanggup menafkahinya, dan 

karena anaknya tidak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. 

4) Pertimbangan Di Luar Hukum 

a. Seperti siap secara fisik 

b. Saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan 

c. Tidak ada hubungan nasab 

d. Tidak dalam pinangan orang lain 

B. Saran-saran 

1. Meskipun dalam hukum Islam perkawinan adalah ibadah, namun hendaknya 

pemerintah yang menangani perkawinan ataupun dinas perlindungan anak 

setempat dalam hal ini pemerintah Kabupaten Mandailing Natal lebih 

menggiatkan untuk penyuluhan ke sekolah-sekolah baik itu sekolah 

SMA,SMK dan MA begitu juga ke desa atau kelurahan setempat dalam 

menyampaikan dampak negatif dari pernkawinan di bawah umur. Penyuluhan–

penyuluhan tersebut dapat dilaksanakan melalui seminar atau sosialisasi 

sehingga masyarakat mendapatkan informasi dengan tujuan dapat 

meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah 

umur akan banyak menimbulkan hal-hal negatif dikemudian hari yang sangat 

perlu di perhatikan, untuk itu perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk 

memberikan perhatian–perhatian yang lebih terhadap perkembangana moralitas 

bangsa Indonesia. 
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2. Sebaiknya dalam perkara permohonan dispensasi kawin dalam peroses 

persidangan hakim harus lebih cermat dalam memeriksa dan memberikan suatu 

putusan karena dispensasi itu sifatnya darurat sehingga hakim tidak boleh 

terlalu mudah memutuskan suatu perkara dispensasi kawin dibawah umur 

bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, justru banyak 

berujung pada perceraian Karena pernikahan di bawah umur masih kurang 

memahami hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Selain mendengarkan 

keterangan dari pemohon dispensasi hakim juga bisa mendengarkan keterangan 

dari ahli kesehatan seperti dokter dampak lain yang lebih luas dari perkawinan 

di bawah umur adalah meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau 

melahirkan lantaran masih berusia belia.  

3. Hakim dalam memberiksan pertimbangan pada penetapan dispensasi kawin 

hakim harus lebih mempertegas dalam memberikan nasehat-nasehat kepada 

pemohon dispensasi kawin dampak yang di timbulkan dari perkawinan di 

bawah umur dan hakim juga harus seadil-adilnya dalam memberikan 

dispenasasi kawin kepada pemohon agar masyarakat mendapatka keadilan 

sehingga masyarakat akan lebih tertib. 

4. Kepada orangtua atau wali agar lebih memberikan pengawasan yang lebih 

ketat kepada anak, memberikan nasehat-nasehat, memberikan kedisiplinan 

kepada anak dan lebih mengawasi pergaulannya. Karena rata-rata permohonan 

dispensasi kawin disebabkan karena sudah hamil di luar nikah, sudah tidak 

perawan, kawin lari (marlojong) itu semua disebabkan dari dampak pergaulan 

bebas. 
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5. Memperkenalkan anak ajaran agama sejak dini, sehingga akan menjauhkan 

anak dari hal-hal yang dilarang agama dan hukum. 

6. Dengan adanya dispensasi kawin diharapkan akan mampu untuk membantu 

calon mempelai terhindar dari perbuatan yang di larang oleh agama dan 

hukum.
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